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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB |
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka,
dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).
Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang
tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Pemerintah
Kabupaten Grobogan juga membuat Catatan atas Laporan Keuangan guna memudahkan
pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan, juga sebagai
pemenuhan atas pengungkapan terhadap informasi dalam laporan keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban
pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan
otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut
menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada
setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal
55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, Yyang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode
laporan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi
keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan
Arus Kas (LAK) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kas
sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi non keuangan,
aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan
saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
Penjelasan atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada
LRA, Neraca, dan LAK diberikan dalam CaLK.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan
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anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan
efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.

Melalui LKPD Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan

dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Grobogan memuat informasi
mengenai:

1.
2.

kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
kesesuaian cara memperolen sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan
anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah
Kabupaten Grobogan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

posisi keuangan dan kondisi sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek
maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
pinjaman;

perubahan posisi keuangan, yakni mengenai kenaikan atau penurunan sebagai
akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 disusun
berdasarkan:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lemparan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten GroboganTahun
2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan

Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target
Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan
Keuangan.

Bab 111 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi

pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada
dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
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Bab V

Bab VI

Bab VII

Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis
akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis
pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan
masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan
komponen-komponen laporan arus kas.

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan, menjelaskan informasi
mengenaikinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.

Penutup.
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